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Rp13 M Tak Bisa Dicairkan

'PALU, MERCUSUAR - Meskipun sudah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Palu tahun 2012, namun dipastikan Rp’
13 miliar (M) dana Bantuan Sosial (Bansos) dan
hibah Pemkot Palu tidak bisa dicairkan. Pasalnya,
bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD..

Sebagaimana diketahui, Pasal 2011 itu, hibah berupa uang dican-
10 Permendagri Nomor 32 Tahun  tumkan dalam Rencana Kerja

Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Dacrah (RKA-PPKD).
Hibah berupa barang atau jasa
dicantumkan dalam RKA-SKPD.
Sedangkan RKA-PPKD dan RKA-
SKPD menjadi dasar pengangga-
ran hibah dalam APBD sesuail
dengan _aturan perundang-
undangan.

Begitupun dengan Bansos,
dimana Bansos berupa uang harus
dicantumkan dalam RKA-PPKAD
dan Bansos berupa barang
dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKAD dan RKA-SKPD.
Inilah kemudian menjadi dasar
penganggaran Bansos dalam
APBD.

Mengacu pada Permendagri
Nomor 32 Tahun 2011, maka
seluruh hibah maupun Bansoes,
sebelum dibuatkan Perwalinya,
harus dibahas di DPRD untuk
mendapat persetujuan. Hal itu
untuk memenuhi unsur transpa-
ransi bagi lembaga, ormas atau
individu mana saja yang menerima
hibah ataupun Bansos.

Sementara yang terjadi di Kota
Palu,” Perwali Nomor 35 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pertanggungjawaban Subsidi,
Hibah, Bansos dan Bantuan
Keuangan dikeluarkan oleh
Walikota Palu, Rusdi Mastura,
tanpa mengacu pada Permendagri
32/2011. Dimana, Rp 13 M hibah
dan bansos yang melekat di APBD
disahkan tanpa ada RKA-PPKD
dan RKA-SKPD, sehingga tidak
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jelas siapa saja yang menerima Bansos tersebut.
- Akibat hal itu, Kemendagri tidak membenarkan

hibah dan bansos Pemkot dicairkan, karena prose- -

dur penyusunannya tidak mengacu pada Permen-
dagri 32/2011. Jika Pemkot Palu memaksakan hal
itu, akan menjadi temuan saat dilakukan pemerik-
saan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Suhirman bahwa sesuai arahan
Kemendagri, maka Perwali Nomor 35 Tahun 2011

harus diperbaiki. Pasalnya, Perwali yang diterbitkan
bulan Desember 2011 itu tidak mengacu pada
Permendagri Nomor 32/2011.

Menurut Suhirman, tidak mengacunya Perwali
itu terhadap Permendagri, karena keterlambatan

diterimanya Permendagri tersebut, sementara

pembahasan PPAS Kota Palu sudah dilakukan.
"Jika untuk diterapkan di 2012, harusnya

Permendagri itu paling lambat diterima tri wulan

pertama, tapi Permendagri itu terbit nanti bulan

........................................................................................................................................................................................... sambungan dari hal. 1

Juli," ujar Suhirman.

Dirinya juga menegaskan tidak bisa mencairkan
Bansos dan hibah tanpa ada Perwali, karena Per
wali adalah payung hukum dari ke duanya. Untuk
itu, kemungkinan besar dapat dicairkan saat angga-
ran perubahan agar bansos dan hibah bisa masuk
dalam KUA dan PPA. "Idealnya paling cepat
diterapkan di APBD perubahan nanti. Jadi bansos
dan hibah masuk di KUA sudah sesuai dengan
Permendagri," pungkasnya. win










